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BAB III 

KEABSAHAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 

TERHADAP SENGKETA ANTARA PT RELIANCE CAPITAL 

MANAGEMENT DENGAN PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK 

  

Sengketa yang terjadi antara PT Maybank dengan PT Reliance diawali 

dengan adanya perjanjian jual beli saham (divestasi saham) PT WOM yang 

merupakan anak perusahaan dari PT Maybank kepada PT Reliance, tepat pada 

tanggal 11 Januari 2017 dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Saham 

Bersyarat (Conditional Shares Purchase Agreement/ “CSPA”) antara PT Maybank 

dengan PT Reliance. CSPA yang ditandatangani oleh kedua belah pihak adalah 

tentang penjualan saham kepemilikan PT Maybank sebesar 2.386.646.729 saham 

atau 68,55% pada PT WOM kepada PT Reliance (divestasi saham).122 Perjanjian 

pembelian 68,55% saham Maybank di WOM dengan total pengalihan saham 

Rp673,7 miliar atau setara dengan Rp282,35 per saham yang telah  ditandatangani/ 

disepakati oleh para pihak ternyata tidak berjalan dengan lancar.  

Pada tanggal 3 mei 2017 oleh Presiden Direktur Bank Maybank Indonesia 

Taswin Zakariah dan Direktur Bank Maybank Indonesia Jenny Wiriyanto 

melakukan laporan keterbukaan informasi kepada BEI dan OJK yang berisi tentang 

penegasan atas CSPA antara perseroan dengan Reliance telah berakhir karena 

                                                             
       122 https://www.Maybank.co.id/News/Pages/rencana_penjualan_wom_finance.aspx, diakses 
pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 16.06 WIB. 
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hingga 30 April 2017 beberapa pesyaratan pendahuluan belum dapat dipenuhi oleh 

PT Reliance.123 PT Reliance oleh Head of Corporate Affairs Reliance Capital 

Management Gatot Subagio pada hari yang sama tidak menyetujui terhadap 

pernyataan secara sepihak oleh PT Maybank. Anton Budidjaja yang merupakan 

Presiden Direktur PT Reliance  juga menyayangkan tindakan Maybank yang 

mengakhiri kesepakatan CSPA, anton juga berkata bahwa Maybank sebelumnya 

telah mengklaim bahwa Reliance telah lolos fit and proper test oleh Otoritas Jasa 

Keuangan untuk mengakuisisi WOM.124 Reliance melalui Anton selalu 

mengajukan untuk diadakannya negosiasi dengan Maybank. Namun upaya yang 

dilakukan oleh Anton tidak pernah diterima dan dikabulkan oleh Maybank sehingga 

Reliance terpaksa menggunakan jalur Arbitrase di perkumpulan  BANI yang 

berkantor di Sovereign Plaza (BANI Sovereign). Reliance mengajukan 

permohonan arbitrase ke BANI Sovereign pada 29 November 2017, Sedangkan 

Maybank pun juga telah mendaftarkan perkara serupa melalui permohonan kepada 

BANI yang berlokasi di Mampang (BANI Mampang).125  

Kedua BANI yang berbeda dan ditunjuk oleh masing-masing pihak untuk 

menyelesaiakan sengketa yang terjadi, tenyata mengeluarkan putusan yang 

berbeda, BANI Sovereign yang ditunjuk oleh PT Reliance mengeluarkan putusan 

yang memenangkan PT Reliance, sedangkan BANI Mampang yang ditunjuk oleh 

PT Maybank pun mengeluarkan putusan yang memenangkan PT Maybank dalam 

                                                             
123https://market.bisnis.com/read/20170511/192/652901/ojk-telaah-pembatalan-perjanjian-

jual-beli-6855-saham-womf, diakses pada tanggal 1 mei 2019, pukul 16.37 WIB. 
124 https://sumatra.bisnis.com/read/20180406/439/780993/javascript, diakses pada tanggal 1 

Mei 2019, pada pukul  16.52 WIB. 
125 Ibid. 
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kasus yang mohonkan kepadanya. Berdasarkan Pasal 7 UUAAPS suatu sengketa 

yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi dapat diselesaikan melalui arbitrase 

bersarkan kesepakatan dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para 

pihak.126 Sengketa yang terjadi antara Maybank dan Reliance memang telah 

ditentukan dan disepakati bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui 

BANI. Adanya kesepakatan perjanjian arbitrase meniadakan hak bagi para pihak 

untuk mengajukan penyelesaian sengketa ataupun beda pendapat  melalui 

Pengadilan Negeri dan dalam hal para pihak tetep mengajukan permohonan 

penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri wajib 

untuk menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa 

yang telah ditetapkan melalui arbitrase.127     

Meskipun secara tegas telah diatur dalam klausul arbitrase dalam perjanjian 

pokok mengenai maksud dan kehendak para pihak untuk menyelesikan perbedaan 

pendapat atau sengketa yang timbul melalui arbitrase, namun proses untuk dapat di 

laksanakan melalui arbitrase harus melalui pemberitahuan oleh salah satu pihak 

dalam perjanjian (pokok) kepada pihak lain dalam perjanjian bahwa syarat-syarat 

penyelesaian melalui arbitrase telah berlaku.128  Pasal 8 ayat (1) UUAAPS 

menyatakan bahwa pemberitahuan atas pemberlakuan syarat dan ketentuan 

arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan dapat disampaikan oleh salah satu 

pihak selaku pemohon arbitrase dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-

                                                             
126 Frans Hendra Winarta, Op. cit., hlm 37. 
127 Pasal 11 angka 1 dan 2  UUAAPS. 
128 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, HUKUM ARBITRASE, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2001, hlm. 55. 



 

 
 

71 

mail atau dengan buku ekspediasi kepada pihak lainnya sebagai pihak termohon 

arbitrase.129 Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase tersebut harus 

memuat dengan jelas: 

a. Nama dan alamat para pihak; 
b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang 

berlaku; 
c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; 
d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada; 
e. Cara penyelesaian yang dikendaki; dan 
f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter 

atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, 
pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang 
dikehendaki dalam jumlah ganjil.130 
 

Dalam penyelesain sengketa yang terjadi antara PT Maybank dengan PT 

Reliance melalui arbitrase (BANI) terdapat permasalahan, karena para pihak 

masing-masing memilih BANI yang berbeda (BANI Mampang dan BANI 

Sovereign), hal ini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di 

dalam UUAAPS. Prinsip dalam UUAAPS yaitu dalam penunjukkan arbitrase 

sebagai alternatif untuk menyelesaiakan sengketa yang dihadapi oleh para pihak 

haruslah berdasarkan kesepakatan yang tertulis baik untuk sengketa yang telah 

terjadi ataupun yang belum terjadi.131 Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan 

dalam bentuk perjanjian arbitrase, perjanjian arbitrase yang dimaksud haruslah 

mencangkup hal-hal berikut ini:132 

1. Komitmen/ atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan 
arbitrase. 

                                                             
 

130 Pasal 8 ayat (2) UUAAPS. 
131 Pasal 1 ayat (1), UUAAPS. 
132 Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase salah satu alternatif penyelesaian 

sengketa bisnis, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 74.  
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2. Ruang lingkup arbitrase. 
3. Apakah arbitrase akan berbentuk institusional atau ad hoc. 

Apabila memili berbentuk ad hoc, maka klausul tersebut harus 
merinci metode penunjukan arbiter atau majelis penunjuka 
arbitrase. 

4. Aturan prosedur yang berlaku. 
5. Tempat dan Bahasa yang digunakan dalam arbitrase. 
6. Pilihan terhadap hukum substansif yang berlaku bagi arbitrase. 
7. Klausul-klausul stabilisasi dan hak kebendaan (imunitas) jika 

relevan.    
 

Berdasarkan cakupan diatas jelas bahwa perjanjian arbitrase yang telah dibuat 

dan disepakati oleh PT Maybank dan PT Reliance pun seharusnya telah 

mencantumkan dengan jelas hal-hal tersebut dalam perjanjian arbitrase yang telah 

disepakati, walaupun, dalam berbagai konvensi dan peraturan perundangan yang 

berlaku, pada prinsipnya isi perjanjian arbitrase boleh dibuat secara umum, boleh 

juga dibuat secara terperinci serta tidak boleh melapaui perjanjian pokok.133 Tapi, 

perlu diperhatikan apabila perjanjian arbitrase dibuat secara umum maka akan 

menimbulkan kelemahan dan memberikan peluang bagi pihak yang tidak beritikat 

baik untuk memanfaatkan hal tersebut dengan menafsirkan klausul yang tercantum 

dalam perjanjian ke arah yang lebih menguntungkan dirinya atau bisa saja dengan 

sengaja mengajukan penafsiran untuk sekedar mengulur waktu bagi anggota arbiter 

yang akan mengadakan pemeriksaan atas pokok  perselisihan.134 Tetapi dalam 

perakteknya kedua pihak yang bersengketa mendaftarkan dan memohonkan 

perselisihan yang tengah dihadapi ke pada dua BANI yang berbeda, sehingga hal 

tersebut menghasilkan putusan yang berbeda. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

                                                             
133 Ibid, hlm. 75.  
134 Ibid. 
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PT Maybank dengan PT Reliance membuat isi perjanjian arbitrase secara umum 

yang menyebabkan masing-masing pihak menafsirkan isi perjanjian arbitrase 

menurut pandangan mereka masing-masing yang cenderung menggunakan 

penafsiran yang menguntungkan bagi mereka. Namun, perlu untuk diperhatikan 

tentang asal-usul kedua BANI tersebut karena asal-usul BANI dapat menjadi 

landasan atas sah nya putusan yang telah dikeluarkan. 

1. BANI Mampang adalah BANI yang didirikan sejak tahun 1977, beralamat 

di jalan Mampang  didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) 

dengan Surat Keputusan KADIN Nomor. SKEP/152/dph/1977 tertanggal 

30 November 1977 tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia.135 

Eksistensi yuridis KADIN diakui oleh negara dengan dikeluarkannya 

Keputusan Presiden No. 49 tahun 1973 yang dikuatkan dengan UU No. 1 

tahun 1987 tentang KADIN.136  

 

2. BANI Sovereign, adalah BANI yang didirikan berdasarkan inisiasi dari 

beberapa arbiter BANI yang menginginkan agar BANI memiliki badan 

hukum. BANI Sovereign didirikan berdasarkan SK Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia (Menkumham) No. AHU 00664837. AH.01.01 tanggal 

20 Juni 2016 tentang Pengesaha Pendirian Badan Hukum BANI 

Sovereign.137  

                                                             
135 https://www.BANIarbitration.org/ina/about.php, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pad 

pukul 09.03 WIB. 
136https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt59c0787c1f0ff/husseyn-umar-jelaskan-posisi-

BANI-mampang, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pada pukul 08.51 WIB. 
137http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/11/menkumham-diharapkan-segera-cabut-

sk-pendirian-BANI-sovereign, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pada pukul 09.24 WIB. 
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Dalam CSPA yang ditandatangani oleh para pihak mencantumkan klausul 

arbitrase dan apabila terjadi sengketa akan diselesaiakn melalui BANI. Klausul 

inilah yang menjadikan para pihak memilih BANI yang menurut mereka dapat 

memberikan keuntungan dari putusan yang akan dikeluarkan. Namun perlu untuk 

diperhatikan bahwa hanya ada satu BANI yang memiliki kewenangan untuk 

menyelesaikan sengketa yang terjadi antara PT Maybank dengan PT Reliance. 

Adanya dua BANI dalam satu penyelesaian kasus sengketa yang sama membuat 

salah satu BANI (Sovereign) mengajukan gugatan ke pegadilan Niaga atas 

kepemilikan merek BANI. Tepat pada tanggal 12 september 2017 melalui putusan 

Pengadilan Niaga  Jakarta Pusat No. 34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst 

memenangkan BANI Mampang sebagai pemilik merek BANI. Serta hak atas merek 

BANI yang telah terdaftar dan diterbitkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual (DIRJEN HKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, dengan Nomor pendaftaran 553488, tanggal pendaftaran 5 

Desember 2003.138 Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan bahwa DIRJEN HKI 

berdasarkan ketentuan pada Pasal 6 angka 1 huruf a,b dan c yang berbunyi: 

 

(1) Permohonan harus ditolak DIRJEN HKI apabila Merek 
tersebut: 

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu 
untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 

                                                             
138 Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 290/G/2016/PTUN-JKT. Hlm. 23. 
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b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang 
dan/atau sejenisnya. 

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya 
dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.139  
 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal diatas menurut hemat penulis dapat 

dikatakan bahwa hak atas kepemilikan Merek yang telah dimiliki oleh BANI 

Mampang tidak dapat diingkari, karena BANI Mampang telah memiliki hak atas 

Merek Badan Arbitrase Nasional Indonesia tau BANI sejak tahun 2003 yang 

dikeluarkan langsung oleh DIRJEN HKI dengan nomor pendaftaran: 553488, 

tertanggal 5 Desember 2003 dan telah diperpanjang pada tanggal 5 Desember 2013 

dengan nomor pendaftaran IDM000379661. Adapun pendirian BANI versi 

Sovereign yang didirikan berdasarkan pengesahan oleh SK Menkumham dengan 

Nomor AHU 00664837 .AH.01.01 tanggal 20 Juni 2016. Sangat jelas bahwa BANI 

Mampang telah menjadi pemegang hak Merek BANI jauh sebelum BANI versi 

Sovereign di dirikan dan disahkan oleh Menkumham. 

Pendirian BANI Sovereign yang disahkan oleh SK Menkumham dengan 

Nomor AHU 00664837 .AH.01.01 tanggal 20 Juni 2016 tentang pengesahan 

pendirian Badan Hukum BANI Sovereign dianggap keliru oleh MA. Dalam putusan 

kasasi Mahkamah Agung Nomor 232 K/TUN/2018 yang memenangkan Kasasi 

yang dimohonkan oleh BANI Mampang tentang permohonan untuk membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan menguatkan putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkumham, memperkuat posisi BANI 

                                                             
139 Pasal 6 angka 1 huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, tentang “Merek”. 
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Mampang sebagai satu-satunya BANI yang ada dalam lingkup peradilan arbitrase 

yang diakui di Indonesia. Gugatan Kasasi yang diajukan oleh BANI Mampang 

kepada MA yang menggugat;140 

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik 

Indonesia yang berkedudukan di jalan HR Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, 

Jakarta 12940. 

2. Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Beralamat di Sovereign 

Plaza Lantai 8 Jalan TB. Simatupang Kav.36 Jakarta 12430, berdasarkan 

ketentuan Pasal 30 ayat (2) Akta Pendirian Perkumpulan BANI Nomor 23 

tertanggal 14 Juni 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU. 

0064837.AH.01.07 Tahun 2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan 

Akta Nomor 3 tertanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris 

Hj. Devi Kantini Rolaswati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : AHU.0000480. AH.01.08 Tahun 2016, yang diwakili 

oleh ERRY FIRMANSYAH, Warga Negara Indonesia, sebagai Ketua 

Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 

bertempat tinggal di Jalan Ciawi I Nomor 01 RT.001 RW.007, Kelurahan 

Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat Intervensi. 

                                                             
140 Salinan putusan Kasasi MA Nomor: 290/G/2016/PTUN-JKT, hlm 7-10. 
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Objek gugatan dalam Kasasi yang dimohonkan oleh BANI Mampang berupa 

putusan yang dikeluarkan oleh Menkumham dengan nomor putusan AHU-

0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia”, bertentangan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” 

sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan 

telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009, yang berbunyi 

sebagai berikut:141 

 

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa 
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, 
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang 
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara 
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau 
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi; 

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 
dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; 
 
 

Tindakan Menkumham dalam menerbitkan SK Menkumham No. AHU 

0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perkumpulan BANI” bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 

                                                             
141 Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara”. 
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(PERMENKUMHAM) tentang “Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan 

Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan” 

dengan alasan-alasan berikut ini: 

a. Pasal 2 PERMENKUMHAM menyetakan bahwa permohonan pengesahan 

badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama 

perkumpulan; 

b. Pada saat pihak Menkumham menerima pengajuan nama perkumpulan 

oleh BANI Sovereign dengan mengunakan nama “Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia” seharusnya malakukan pemeriksaan dan pengecekan 

atau melakukan konfirmasi terlebih dahulu, karena penggunaan nama 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah lama dugunakan oleh BANI 

yang beralamat di Gedung Wahana Graha, lantai 1 dan 2, Jl. Mampang 

Prapatan No. 2 Jakarta 12760 yang didirikan berdasarkan SK KADIN 

Nomor: SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 November 1977.142 

Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis dapat dikatakan bahwa 

Menkumham tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan atau tidak melakukan 

konfirmasi, dapat dilihat dengan diterbitkannya SK Menkumham No. AHU 

0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum 

Perkumpulan BANI”, oleh sebab itu tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 2 

PERMENKUMHAM. 

                                                             
142 Salinan Putusan Kasasi MA Nomor: 290/G/2016/PTUN-JKT, hlm. 42. 
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Tindakan yang dilakukan oleh Menkumham dengan mengeluarkan SK No. 

AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan 

Hukum Perkumpulan BANI” bertentangan dengan kewajiban yang dimilikinya, 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahan”(UUAP). Pasal 7 ayat 2 huruf 

(i) UUAP berbunyi “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban memeriksa dan 

meneliti dokumen administrasi Pemerintahan kepada masyarakat, kecuali 

ditentukan lain oleh undang-undang”143 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf 

(i) UUAP menurut hemat penulis pejabat pemerintah memiliki kewajiban untuk 

memeriksa dan meneliti terlebih dahulu terhadap suatu dokumen administrasi. 

Namun, tindakan yang dilakukan oleh Menkumham di dalam kenyataannya, tidak 

melakukan pemeriksaan dan penelitian secara cermat terhadap dokumentasi 

pemerintahan, terbukti bahwa Menkumham tidak menyedari bahwa sebelum nama 

BANI yang diterbitkannya melalui SK No. AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 

tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BANI”, tanggal 20 

Juni 2016, telah ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berdiri dan aktif 

menjalankan kegiatannya sebagai BANI yang didirikan berdasarkan SK KADIN 

Nomor: SKEP/152/DHP/1977, tanggal 30 November 1977.  

Serta tindakan yang dilakukan oleh Menkumham dengan menerbitkan SK 

No. AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan 

                                                             
143 Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang “Administrasi 

Pemerintahan”. 
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Hukum Perkumpulan BANI” bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) 

UUAP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud 
dalam Undang-Undang ini, meliputi asas: 

a. Kepastian hukum; 
b. Kemanfaatan; 
c. Ketidakberpihakan; 
d. Kecermatan; 
e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 
f. Keterbukaan; 
g. Kepentingan umum, dan 
h. Pelayanan yang baik”.144 

 

 
Tindakan yang dilakukan oleh Menkumham dengan menerbitkan SK No. 

AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang “Pengesahan Pendirian Badan 

Hukum Perkumpulan BANI”, jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan 

asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah disebutkan dalam 

Pasal 10 ayat (1) UUAP di atas, karena Menkumham telah mengesampingkan atau 

tidak mengindahkan asas kecermatan dan asas keterbukaan.145 Berdasarkan 

tindakan yang dilakukan oleh Menkumham yang telah menyelahi dan bahkan 

bertentangan dengan prosedur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 66 ayat (1) UUAP, SK yang dikeluarkan Menkumham tersebut harus 

dinyatakan batal atau tidak sah. Pasal 66 ayat (1) UUAP menyatakan bahwa 

keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: wewenang, prosedur atau 

                                                             
144 Pasal 10 ayat (1) UUAP. 
145 Salinan Putusan Kasasi MA Nomor: 290/G/2016/PTUN-JKT, hlm. 45. 
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substansi. Kata keputusan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) UUAP,  

berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUAP menjelaskan bahwa: 

 

Yang dimaksud dengan “keputusan” tersebut di atas adalah 
Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut 
Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi 
Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.146   

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) UUAP tentang keputusan 

pembatalan yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) UUAP dapat dilakukan oleh: 

a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan; 

b. Atasan pejabat yang menetapkan keputusan; atau 

c. Atas putusan Pengadilan  

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 1 angka 18 UUAP adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 18 UUAP yang menyatakan bahwa pengadilan yang 

berwenang dalam hal ini yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara maka penerapan 

Asas-Asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur), sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis atau yang 

dapat diartikan dengan hukum yang sifat khusus mengesampingkan hukum yang 

bersifat umum,  harus menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang “Pengadilan Tata Usaha Negara” 

                                                             
146 Pasal 1angka 7 UUAP. 
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(UUPTUN) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 

2004 dan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 

menyatakan sebagai berikut: 

Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang 
baik” adalah meliputi asas: 

- Kepastian hukum; 
- Tertib penyelenggaraan negara; 
-  Keterbukaan; 
- Proporsionalitas; 
- Profesionalitas; 
- Akuntabilitas.147 

 

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tidak hanya 

sebagai dasar hukum “alasan-alasan” yang dapat digunakan dalam mengajukan 

gugaan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi juga sebagai “dasar 

pengujian” (toetsingsgronden) dan dasar pembatalan bagi hakim dalam menilai 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat bersifat melawan hukum atau 

tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau 

tidak.148 

SK No. AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 tentang “Pengesahan 

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BANI” yang dikeluarkan oleh Menkumham 

berdasarkan dalil-dalil diatas secara yuridis bertentangan dengan asas-asas 

pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) butir 

(b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang “Peradilan Tata Usaha Negara” 

                                                             
147 Pasal 53 ayat (2) UUPTUN. 
148 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta, Salemba 

Humanika, 2013, hlm. 58-59. 
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yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan yang telah 

diubah lagi dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 karena:149 

a. Sebelum menerbitkan SK No. AHU 0064837.AH.01.07. Tahun 2016 

tentang “Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BANI”, 

Menkumham tidak memberitahukan, tidak menanyakan, tidak minta 

tanggapan dan tidak memberikan kesempatan kepada BANI yang 

didirikan berdasarkan SK KADIN Nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 

30 November 1977, padahal Menkumham menyadari dan mengetahui 

persis akan adanya BANI Mampang. 

b. Menkumham telah mengabaikan dan mengesampingkan fakta-fakta 

berupa: 

1. Keberadaan (eksistensi), kredibilitas dan reputasi “Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang beralamat di gedung 

Wahana Graha, lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 

12760 yang pendiriannya didasarkan atas SK KADIN Nomor : 

SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977 tersebut telah 

diketahui dan sangat diakui secara nasional; 

2. Keberadaan (eksistensi), kredibilitas dan reputasi “Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang beralamat di gedung 

Wahana Graha, lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 

12760, juga telah diketahui dan diakui oleh perusahaan-perusahaan 

BUMN, perusahaan-perusahaan asing atau investor asing, 

                                                             
149 Salinan Putusan Kasasi MA Nomor: 290/G/2016/PTUN-JKT, hlm. 50-51. 
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kementerian-kementerian dan pemerintah-pemerintah Daerah yang 

telah menyerahkan penyelesaian sengketa mereka dibidang 

perdagangan ke BANI Mampang. 

3. Keberadaan (eksistensi), kredibilitas dan reputasi “Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang beralamat di gedung 

Wahana Graha, lantai 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 

12760, juga telah diketahui dan diakui secara internasional dan hal ini 

dapat dibuktikan dengan keanggotaan dan kegiatan “Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia” (BANI) tersebut di dunia internasional; 

Berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan-ketentuan diatas maka MA melalui 

Putusan Kasasi dan mengabulkan gugatan Kasasi  dalam putusan kasasi MA Nomor 

232 K/TUN/2018 yang dimohonkan oleh BANI Mampang tentang permohonan 

untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan menguatkan 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SK Menkumham. 

Ajeng Yesi advokat pada kantor hukum Rusdiono dan Pertners yang 

merupakan kuasa hukum BANI Mampang dalam keterangan persnya menyetakan 

bahwa, “karena tidak adanya pengajuan memori kasasi oleh pihak lawan (BANI 

Sovereign) serta diajukannya permohonan pencabutan permohonan kasasi oleh 

pihak kami (BANI Mampang),  maka secara hukum BANI Mampang merupakan 

pihak yang berhak secara ekslusif menggunakan merek BANI dan Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia”.150 Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tersebuta jelas 

                                                             
150http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/11/08/kuasa-hukum-BANI-

mampangtegaskan-kepemilikan-merek-BANI, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pada pukul 10.49 
WIB. 
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bahwa BANI Mampang adalah satu-satunya lembaga arbitrase yang memiliki hak 

atas merek BANI. 

Dalam kuliah umum yang dilaksanakan di Universitas Trisakti oleh pakar 

hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebutkan bahwa Menkumham 

harus segera melaksanakan eksekusi pencabutan SK aquo sesuai isi putusan MA 

tersebut.151 Fickar juga memeparkan bahwa dengan adanya putusa dari MA, tanpa 

perlu menunggu adanya eksekusi, BANI Versi Sovereign sudah tidak sah secara 

hukum dan tidak bisa lagi untuk menerima perkara yang diajukan kepadanya 

dengan atas nama BANI, sehingga secara yuridis meski belum dicabut mereka 

sudah tidak sah untuk menangani perkara apapun dan apabila masih menjalankan 

proses penyelesaian sengketa dan melanggar pengadilan arbitrase, hasil putusan 

arbitrase BANI versi Sovereign tersebut secara otomatis menjadi tidak sah sejak 

awal penyelesaian sengketa dengan menggunakan nama BANI.152  

Bani Sovereign sebagai pihak yang dikalahkan dalam Kasasi yang 

dimohonkan oleh Bani Mampang kapada MA dengan dikeluarkannya putusan 

kasasi Nomor 232 K/TUN/2018 menyatakan bahwa Bani Mampang sebagai pihak 

yang menang, dengan dikeluarkannya putusan kasasi tersebut maka hak-hak yang 

dimiliki oleh Bani Sovereign serta status yang dimilikinya sebagai lembaga 

arbitrase menjadi terhapus, namun Bani Sovereign yang tidak menerima 

kekalahannya dalam kasasi menunjukkan upaya perlawananya dengan mengajukan 

                                                             
151https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/09/2018/soal-status-BANI-versi-

sovereign-ini-kata-pakar-hukum/, diakses pada tanggal 3 Mei 2019, pada pukul 11.39 WIB. 
152 Ibid. 
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Peninjauan Kembali (PK) kepada MA sebagai wujud penolakan atas hasil yang 

diputus MA dalam kasasi yang dimenangkan oleh Bani Mampang. Upaya 

permohonan PK yang diajukan oleh Bani Sovereign yang dalam gugatannya 

diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Erry Firmansyah kepada MA ternyata tidak 

merubah hasil yang telah diputus dalam kasasi sebelumnya. MA dengan putusan 

nomor 178 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menolak 

permohonan PK dari perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dalam 

gugatannya diwakili oleh ketua dewan pengurus Erry Firmansyah, maka hasil 

putusan Pengadilan Niaga No.34/Pdt-Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst yang 

memutuskan bahwa Bani yang didirikan oleh Kadin pada tahun 1977 merupakan 

pemegang merek Bani yang sah, tetap berlaku setelah ditolaknya upaya PK Erry 

Firmansyah. Selain itu, putusan MA Nomor 232 K/TUN/2018 yang telah 

memenangkan Bani Mampang menjadikan Menkumham pada tanggal 16 Agustus 

2018 mencabut status Badan Hukum Bani Sovereign dengan SK No. AHU-

38.AH.01.12 Tahun 2018. 

Maka menurut penulis dengan dimenangkannya BANI versi Mampang oleh 

MA dalam Kasasi yang diajukan oleh BANI versi Mampang tentang permohonan 

untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap 

pembatalan dua merek termasuk BANI dan “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” 

yang dimiliki oleh BANI mampang, serta dimenangkannya BANI mampang dalam 

sengketa mengenai hak atas merek “BANI” dan “Badan Arbitrase Nasional 

Indonesia” melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 34/Pdt-Sus-

Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dan yang berkekuatan hukum tetap. Maka Putusan 
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yang dikeluarkan oleh BANI versi Sovereign terhadap sengketa yang diajukan oleh 

PT Reliance adalah menjadi tidak sah dan putusan yang dikeluarkan oleh BANI 

Mampang adalah sah, mengingat bahwa dalam CSPA yang disepakati oleh para 

pihak dan memuat perjanjian arbitrase yang menyetakan bahwa apabila terjadi 

sengketa maka akan diselesaiakan melalui BANI, secara otomatis BANI yang 

dimaksud dalam CSPA adalah BANI versi Mampang yaitu BANI yang didirikan 

berdasarkan SK Kadin No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


